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APBN KOTA
Semester |
Rp3,192T

- REALISASI belanja Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) di Kota Pontianak
pada Semester I capai Rp3,192 triliun atau
39 persen dari pagu Rp8,1777 triliun. “Re-
alisasi belanja tersebut dikelola oleh 252
satuan kerja pengelola dana APBN di wilayah
Pontianak,” ujar Kepala Seksi manajemen
satuan kerja dan Kepatuhan Internal, Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe
Al Pontianak, Arifin Setiyono di Pontianak,
Sabtu (7/9). .

Ia menjelaskan bahwa realisasi yang ada
termasuk rendah dibanding target penyera-
pan sampai dengan akhir semester 1 yang
harusnya sebesar 50 persen. “Terdapat be-
berapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan
mulai mutasi pegawai, pagu minus pada
belanja pegawai, keterlambatan penerbitan

Sambungan dari halaman 9

SK terkait kepegawaian
dan perubahan rencana
kegiatan serta lainnya,” kata
dia.

Dengan persoalan yang
ada menurutnya perlu be-
berapa hal dilakukan agar

realisasi belanja APBN .

maksimalkan di antaranya
melaksanakan kegiatan se-
cara disiplin dengan men-
jadikan Rencana Penari-
kan Dana sebagai plafon
pencairan dana tiap bulan.
“Kemudian melakukan per-

ke halaman 11 kolom 5

cepatan Bélanjé; khﬁéﬁsrgaﬁ oleh satuan kerja meru-

untuk belanja barang dan
modal yang proses pen-
gadaan barang dan jasanya
dapat dimulai sejak awal
tahun anggaran. Selain itu
juga mengoptimalkan pe-
nyerapan anggaran secara

. proporsional setiap bulan

berdasarkan target, ren-
cana kegiatan, dan rencana
penarikan dana yang telah
disusun serta lainnya, “ pa-
par dia:

lamenyampaikan pening-
katan kualitas pengelolaan
dan pelaksanaan anggaran

pakan upaya yang harus
dicapai melalui sinergi dan
koordinasi den&'é.n semua
#ypihak terkait. “Tidak hanya
oleh Ditjen Perbendaharaan
selaku kuasa bendahara
umum negara namun juga
oleh satuan kerja, pemer-
intah daerah maupun ke-
menterian/lembaga sebagai
representasi kantor pusat.
Melalui hal ini diharapkan
akan meningkatkan kin-
erja yang benar-benar ber-
dampak pada kesejahteraan
masyarakat,” jelas dia.(ant)
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